
jdih.kpu.go.id/sultra/konsel  

 
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN 

NOMOR  56 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN 

TAHUN 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang 

menyatakan bahwa untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi, anggota JDIH 

membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, 

atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja 

masing-masing, dan Pengelola KPU Kabupaten 

terdiri atas tim pembina dan tim teknis; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim 

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan 

Tahun 2026; 
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Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20l4 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  

1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 
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4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar 

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 692); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 

Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 799); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Komisi Pemilihan Umum; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN TAHUN 2025. 

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Tahun 2026 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU meliputi perubahan Anggota Tim Pembina 

dan Anggota Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan 

Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Konawe Selatan . 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
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Ditetapkan di  Andoolo 

pada tanggal  26 Agustus 2026 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN, 

 

 

ttd. 

 

 
EKO HASMAWAN BASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum, 

 

 

 

 

Gusti Ngurah Wiradana 

 

 

 

Gusti Ngurah Wiradana 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

NOMOR  56 TAHUN 2026 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 

2025 

 

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN TAHUN 2026 

1. Susunan Organisasi 

 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 Eko Hasmawan 
Baso 

Ketua KPU 

Kabupaten Konawe 
Selatan 

Ketua Pembina 

2 Anton Roberto Anggota KPU 

Kabupaten Konawe 
Selatan 

Pembina 

3 La Ode Darman Anggota KPU 

Kabupaten Konawe 
Selatan 

Pembina 

4 Sahabuddin Anggota KPU 

Kabupaten Konawe 
Selatan 

Pembina 

5 Arjono Anggota KPU 

Kabupaten Konawe 
Selatan 

Pembina 

6 Noorchayaty   

Ningsih 

Sekretaris KPU 

Kabupaten Konawe 
Selatan 

Pembina 

 
2. Bagan Organisasi 
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B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN TAHUN 2026 

1. Susunan Organisasi 

 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 Gusti Ngurah 
Wiradana 

Kepala Subbagian 

Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu, Partisipasi, dan 

Hubungan Masyarakat 

 
Pimpinan 

Redaksi 

2 Ilham Alihi Sinta Penyusun Bahan 

Informasi dan Publikasi 

Redaksi 

Produk Hukum 

3 Erlina Non ASN (Tenaga 

Administrasi) 
Anggota Redaksi 

4  Maulin Zahri Penyusun Materi Hukum 
dan Perundang-

Undangan 

Administrator 

 

2. Bagan Organisasi 

 

  
 

 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN, 

 

 
 

 

EKO HASMAWAN BASO

 
Anggota Redaksi 

 
Administrator 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum, 

 

 

 

 

Gusti Ngurah Wiradana 

 

 

 

Gusti Ngurah Wiradana 

 
 

ttd. 
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